SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR

2.0 4

KORAN

HAL

EN

Haluan

Padang Ekspres

Singgalang

Pos Metro

" BPS merilis, penduduk
o miskin di Sumbar per Maret
2018 mencapai 357 ribu jiwa
lebih (6,65%) dari 5,6 juta jiwa
penduduk. Ini menjadi salah
satuperlunya dibuat Perda ten-
tang Penyelenggaraan’ Ke-
sejahteraan Sosial. -
Nantinya perda ini me-
liputi, rehabilitasi sosial, ja-
minan sosial, pemberdayaan
dan perlindungan sosial, Na-
mun saat ini, Komisi V yang
menjadi pembahasa ranperda
ini melihat problem utama di
antaranya validitas data pe-
nerima manfaat pada Basis
Data Terpadu (BDT) yang be-
Ium valid. Artinya masih ter- £ |
dapat WL {dak patit  KeTyA DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Kefua Kol
e S anan it Penyelenggaraan Kesejahteraan osia .
masuk nyelesaikan permasalahan
BDT, be: - tersebit. Selain juga menjadi
gitupun - solusiefektifyangbenar-benar
sebalik- - bisa menjadi solusi yang ber-
nya. buah hasil nyata.
Hal . Hidayat mengatakan,
i 'n i sampaisekarang Ranperda
PKS tersebut masih dibahas

disam-
paikan oleh DPRD Sumbar. Namun

> Ketua - diharapkan ranperda tersebut
Raflis KomisiV  itu bisa selesai pertengahan

4 DPRD tahunini -
Sumbar Hidayat Katanya, guna “Ranperdainisangatdibu-
menghimpun saran, masukan tuhkan oleh masyarakat Sum-

dan informasi terkait pen-

bar. Berbagai permasalahan
gaydan Ranperda tentang

‘Bertujuan Tingka

Penyelenggaraan Ke-
sejahteraan Sosial dilakukan
berbagai kegiatan seperti sem-

sosial harus segera diberikan
solusi agar masyarakat bisa
hidup lebih tenang fanpa ke-
Khawatiran,” ujar Hidayat.

SUASANA! eminar’membahas Ra

DPRD Sumbar.

inar dan hearing. ‘Walaupun ranperda ini Se]ainitu,ranperdainijuga
Komisi V DPRD Sumbar  mendesak untuk segeraada harus disusun dengan sek-
berharap Rancangan Peraturan sebagai regulast dan payung

Daerah (Ranperda) tentang
Penyelenggaraan Kesejahte-

raan Sosial (PKS) bisa menjadi

sama mengingat nantinya re-
lasi i i

L
n
masyarakat: %

Namun, terpenting sekali
dalam ranperda ini akan me-

hukum, Hidayat

Komisi V tak ingin terburu-
buru, i

gulasi;

Y
sangat berkaitan dalam

g -hal yang berkaitan
dengan upayauntuk mening-
katkan kesejahteraan masya-

perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di

=

harus sesuai dan mejadi solu-
si-untuk permasalahan yang
terjadi di tengah masyarakat.
“Melihat banyaknya hal
yang akan diatur dalam ran-
‘perda ini, maka perlu ketelitian

Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Disempurnakan

tkan SDM Sumbar

SEJUMLAH anggota Komisi V. ikut memba
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan So

SUASANA hearing Ranperda tentang Penyeleng?;araan
Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Komisi V. - e

Sumbar sudah membentuk
tim khusus untuk keper]
; i

diberikan oleh narasumber
di‘antaranya adalah; payung

peny p
perumus ini dikoordinir oleh
DPRD. Di dalamnya ada pula
perwaldlan dari berbagai Dinas
Sostal, Biro Hukum, Kermiente-
rian Hukum dan HAM. Selain
juga perwakilari dari berbagai
©OPD lainnya. :

Ketua DPRD' Sumbar
Hendra Irwan Rahim men-
jelaskan nantinya Perda Pe-

e

pembua-
tan Ranperda ini mesti di-
perjelas. Sehingga dapat me-
nambah muatan-muatan la-
inagardapat mengakomodir
permasalahdan’sosial yang
hadir di tengali-tengah ma-
syarakat, penyesuaian, sub
stansi‘dengan haskah aka
~demik menjadiacuan dalam
muatan yang terkandung da-

lant

aan Sosial diproyeksikan®

Dalampembentukan Ran:

adanyaproses

solusi untuk semua perma- i dayat beberapa  rakat dan kajian yang benar-benar ~ akan patpemban- perda ini, masukan yang dibe.

salahansosial diSumateraBar-  diatur dalam ranperda ter-  di ti me- ke di'Sumatera Bar-  harus dilakukan menyeluruh”  gunan Sumber Daya Manu-  tikanakan'di kootdin

at. Untuk mencapai target ftu . sebut. ngatur tentang anak telantar, ~ at. ujamya. sia (SDM) Provinsi Sumbar  dengan selutith anggota DP-

tidaklah mudah. “Permasalahan sosial sa- _panti jompo, lansia, wanita Untukitulah, kata Hidayat, Dalammenyusunranperda ~ yang berkualitas. Lan: gkah  RD: Perlir adanya langkah un®
Komisi. V berupaya mera- ngatbanyak. Cakupannyaluas  rawan sosial ekonomi, LGBT ~ Komisi Vsaatini benar-benar  ini Komisi V. menggandeng tersebut dilakukan dengan  tuk merubah paradigma da-

ngkul semua pihak dari ber- danjugaberkaitandengansek  (lesbian, gay, biseksual dan  berupaya untuk banyak organisasi gl program kerjayanglebiliter-  lam penyustnan regutasi, hal

bagai sektor agar ranperdaitu  tor-sektor: Jadiketelitian harus  transgender). Selain juga me-  ranperda tersebut sesuai de- -+ daerah (OPD). Untuk itulah, arah, demi ingkatkan itudikarena

nantinyabenar. sesuai  di d ngatur berbagai hal lain yang  ngan kebutuhan tambah Flidayat, bet Kesej umum,

yazk
dengan kebutuhan untuk me-

ranperda ini;’ ujar Hidayat.

Juga terkait kehidupan sosial

Terutama sekali ranperda ini

tu lalu Komisi V dan Pemprov

Sejumlah masukan yang

rcepatan perubahan Un.
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